LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU

NOMOR : 14
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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU
'PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU

NOMOR : 17 TAHUN 1995
"TENTANG

ARAHAN PENGGUNAAN LAHAN ( RANCANGAN DETA
-IL) PEMBANGUNAN WILAYAH - TERPADU SUB DAS
RONGKONG, LAMASI DAN MAKAWA KABUPATEN
DATI II LuUWU. :

Menimbang: a.

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LWl
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o
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Bahwa dengan semakin pesatnya kebutuh
an Eenggunaan, lahan  sesual lajunya
pembangunan diberbagai sektor dengan
cirl dan sifat kehidupan masyarakat,
maka diperlukan araban'penggunaan La
han {(Rancangan Detail) pembangunan Wi
layah terpadu khususnya pada Sub Dae
rah Aliran Sungai Rongkondg, Lamasi dan
Makawa;

Bahwa untuk menciptakan _tertib pem-
bangunan dan kemudahan dalam melaksana
kan  pengendalian pemanfaatan lahan ga
da Wilayah dimaksud konsiderans a di
atas,maka perlu ditetapkan dengan Pera

turan Daerah. .

Mengingat.........



Mengingat:1.
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Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I
di Sulawesi LN.Tahun 1959 No.74,TLN.
No.1822); ‘ , ) o
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960;ten;ang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(L
Tahun 1960 No.83,TLN.No.3186); . -
Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentan
Pokok=-Pokok Kehutanan (LN. Tahun 196
No.8,TLN No.2823);

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN
Tahun 1974 No.38, TLIN.No.3037 ;
Undang-Undang No.1ll Tahun 1974 tentang

Undanngndang,No.29‘Tahun.1959 tentang
(

‘Pengairan (LN.Tahun 1974 No.65,TLN No.

3046) ;

. Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa (LN.Tahun 1979 No.36

TLN 3153} ;

Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang
Denataan Ruang (LN.Tahun 19982 No. 116
TLN.No.3501) ; L ] ,
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Ta
hun 1982 tentang Pedoman Penyusunan
dan Pengendalian Pembangunan di Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84
Tahun 1993 _tentang Bentuk Peraturan

_'Daerah dan_Peraturan Daerah Perubahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Luwu No.7 Tahun 1988 tentang Xe
tentuan Umum meng@nal Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di 1ngkunzan Pemerintah
Daerah Tingkat II Luwu(Lembaran Daerah
Kabupaten Daerzh Tingkat II Luwu Tahun
1989 No.2 Seri. D No.1l);

-Peraturan Daerah Kabupaﬁen Daerah Ting
.kat II Luwu Nomor 4 Tahun 1994 tentang

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupa
ten Daerah Tingkat II Luwu Tahun 1994/
1995 - 1998/1999. 4

Dengan.........
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Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT IT LUWU LUWU TENTANG ARAHAN PENGGU
NAAN LAHAN (RANCANGAN DETAIL)PEMBANGUN
AN WILAYAH TERPADU SUB DAS RONGKONG,
LAMASI DAN MAKAWA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LUWU. _ :
BAB I :
KETENTUAN UMUM -

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimak

sud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Ting
kKat II Luwuj

h. Pemerintsh Dasrah adalah Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat. II Luwu;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Luwu; 6

d. Sub Daerah Aliran Sungal ialah per
sil,Areal atdu lahan tanah yang -di
lintasi aliran sungai Rongkong,Lama
si dan Makawa dari hulu ke muara.

DAD & B A
Lanis 44

SISTEMATIKA RANCANGAN DETAIL

Pasal 2
Untuk dapat mempercoleh kebulatan hu-
bungan materi yang men{eluruh,maka s1s
tematika rancangan Detail Pembangunan
Wilayah terpadu Sub Das Rongkong Lama
si dan Makawa Kabupaten Daerah Tingkat
II Luwu disusun sebagal berikut

PENDAHULUAN. ... ..



1] : PENDAHULUAN
II  : KEADAAN UMUM WILAYAH
III : METODOLOGI EVALUASI KESESUATAN LAHAN

Iv USULAN PROYEK PEMBANGUNAN WILAYAH TER
PADU SUB DAS RONGKONG,LAMASI DAN MAKAWA.

Pasal 3

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut
dalam Easal 2 terdapat ada.lamﬁlran I dan IT yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan

Daerah ini.
BAB III

SASARAN PEMBANGUNAN DAN
WAKTU PELAKSANAAN
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Pembangunan Wilayah terpadu Sub Das Rongkong Lamasi
dan Makawa diarahkan pada masyarakat Pedesaan yan
berdiam dan menguasai/memilikl lahan pada Sub DAS
Rongkong dan Sub DAS Bimuang, Lamasi dan Makawa.

Pelaksanaan Pembangunan dimaksud Pasal
a

4
Y a -7 = P
Daerah ini disesuaikan dengan hasil analisis

LAt = 22 i1l QA=2

Sub DAS Rongkong Lamasi dan Makawa.

Pasal 6
Rancangan Detail Pembangunan Wilayah terpadu Sub
Das Rongkong, Lamasi dan Makawa harus disesuaikan
dan berpedoman pada Pola Dasar Pembangunan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu/Repelita Daerah.

A e fae

.

_5_

Waktu Pelaksanaan Rancangan Detail ini ditetapkan
oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Per
aturan Daerah ini diancam dengan Pidana selama-lama

nya 10 (sepuluh) bulan dan atau denda sebesar-besar
nya Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

BAB V
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Pasal

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas
tindak Pidana sébagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pe
raturan Daerah ini, dilakukan oleh pejabat Penyidik
Pegawal Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah
yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para peja

bat sebagaimana dimaksid dalam Pasal 9 Peratar

an Daerah ini berwenang - 3

-a. Menerima laporan atau gengaduan.darl sese
orang tentang adanya tindak pidana; .

b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu

ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

€. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan me

meriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukdan: . . « oo aes



Melakukan penyit
Mengambil sidik
Memanggil orang u
sebagal tersangka

T v

oo Hhoo

Mengadakan geng
mendapat petun
terdapat cukup

bukan merupakan t

nya melalul Penyidik membe
sebut kepada Penuntut Umum, tersangka

keluarganya;
Mengadakan tin
dapat dipertan

1.

(2)

Mendatangkan orang ;
lam hubungan dengan pemeri

entian ] z
uk dari Penyidik bahwa tidak
ukti atau

dakan lain menurut hukum
ggung Jjawabkan.

Penyidik Pegawai Negeri

6—

aan benda atau surat;
jari dan memotret sese
ntuk didengar dan dip
atau saksi;

orang;
eriksa
ahli Kang diperlukan da
saan perkara.
penyidikan setelah

'geristiwa tersebut
ldana dan selanjut
ritahukan hal er
atau

indak

yang

Sipil membuat berita

acara setiap tindakan tentang :
a. Pemeriksaan Perkara;
b. Pemasukan rumah ;
C. Penyitaan benda;
d. Pemeriksaan surat:
e. Pemeriksaan saksi; s
f. Pemeriksaan ditempat kejadian
(3) Berita acara dimaksud pada pasal 10 ayat (2) di
kirim ke Kejaksaan Neger: melalui’ Penyidik
POLRTI.
BAR VT
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal i1
Had v—shai ggng belum diatur dalam Peraturan Daerah
in1 akan itetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Kepala Daerah sepanjang mengenal pelaksanaannya.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
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Pasal 12

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah ten
tang Arahan Penggunaan Lahan (Rancangan Detail) Pem
bangunan Wilayah terpadu Sub DAS Rongkong, Lamasi
dan Makawa. ‘

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di

undangkan. e : . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan

,?¥aLda1am Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
uwu

' Ditetapkan di : Pa 1l 0o p o

Pada Tanggal : 12 Mei 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH-

DAERAH KAB.DATI II LUWU

KETUNRA,
Cap/tta . Cap/ttd
= DRS.ABD. HAMID. D = . = H.M. YUNUS BANDU =

—— > " —— ————— - —— ————— e - Gt > - ——— - — = —— - 4

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I - Sulawesi Selatan dengan
Surat Keputusan No.167/II/1996 tang
gal 26 Pebruari 1996. L ]

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
No.14 Tahun 1996 tanggal 16 Sep-
tember 1996 Seri D.No.
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PENJELASAN
ATAS

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU

I.

IT

'NOMOR :17 TAHUN 1995
TENTANG

ARAHAN PENGGUNAAN LAHAN (RANCANGAN
DETAIL) PEMBANGUNAN WILAYAH -TERPADU
SUB DAS RONGKONG, LAMASI DAN .  MAKAWA
KABUPATEN DATI II LUWU. ,

PENJELASAN UMUM

" . e e . - —— ————

- Bahwa dengan diprogramkannya Sub DAS Rong
kong, Lamasi dan Makawa maka arahan penggunaan
Lahan pembangunan Wilayah perlu dilaksanakan se
cara terpadu dan terkoordinasi. ..

. Ba wa.den?an-memperhat;kan komposisi evalu
asi_kesesuaian lahan dan hasil analisis kesesuai
an lahan maka sasaran .pep%gunaagnya-dlsesualkan
dengan_faktor karakteristik kualitas lahan.

Bahwa untuk memberikan legalitas terhadap
arahan penggunaan_ lahan dimaksud dan menjadi
getunjuk dalam penjabaran kebijaksanaan pengalo
Xaslian pembangunan .secara bertahap dan berencana
maka perlu diatur dengan. Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- T . s et " ™ = T B S - e - - —— ——— —— — —

Pasal 1 s/d 13 : cukup jelas



